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Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) pada Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan
Layanan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi, efisiensi, dan kualitas layanan
pendidikan. Tujuan analisis kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pe-
ngembangan kebijakan pengelolaan BLU pada PTKIN yang lebih efektif. Tulisan ini menggu-
nakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan pada analisis deskriptif dari berbagai
sumber data terkait dengan kebijakan penerapan BLU pada PTKIN. Hasilnya menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan BLU pada PTKIN telah membawa perubahan signifikan dalam
pengelolaan perguruan tinggi. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tan-
tangan, seperti perubahan budaya organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan da-
lam mengadaptasi model bisnis yang kompetitif, keterbatasan infrastruktur, dan kompleksitas
regulasi. Kajian ini menganalisis tantangan-tantangan tersebut dan mengusulkan beberapa al-
ternatif solusi inovatif, seperti penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi
sumber pendapatan, pengembangan model bisnis berbasis riset, pemanfaatan teknologi digi-
tal, dan penguatan kerja sama dengan industri. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan
dampak positif yang seluas-luasnya kemakmuran pada transformasi kelembagaan di perguruan
tinggi, yang secara berkesinambungan melahirkan peningkatan kualitas pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Good Governance; Inovasi; Keuangan BLU; Kualitas Layanan Pendidikan; Oto-
nomi Perguruan Tinggi; Sumber Daya Manusia; Transformasi Kelembagaan

Abstract

This policy paper describes the policy of the Public Service Agency (BLU) at State Islamic Reli-
gious Colleges (PTKIN) as mandated in the Regulation of the Minister of Finance Number 129/
PMK.05/2020 of 2020 concerning Guidelines for the Management of Public Service Agencies,
which aims to improve autonomy, efficiency, and quality of education services. The purpose
of this policy analysis is expected to contribute to the development of a more effective BLU
management policy at PTKIN. This paper uses a qualitative writing method with an approach
to descriptive analysis of various data sources related to the BLU implementation policy at
PTKIN. The results show that implementing the BLU policy at PTKIN has brought significant
changes in the management of higher education. However, the implementation of this policy
faces various challenges, such as changes in organizational culture, limited human resources,
difficulties in adapting competitive business models, limited infrastructure, and regulatory
complexity. This study analyzes these challenges and proposes several alternative innovative
solutions, such as strengthening governance, increasing HR capacity, diversifying revenue
sources, developing research-based business models, utilizing digital technology, and enhan-
cing cooperation with industry. It is hoped that these efforts will provide the widest possible
positive impact on prosperity in institutional transformation in higher education, which will
continuously give rise to improvements in the quality of public services.

Keywords: Good Governance; Innovation; BLU Finance; Quality of Education Services;
Higher Education Autonomy; Human Resources; Institutional Transformati-
on
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tata kelola yang baik (Good Governance)
merupakan prinsip fundamental dalam pe-
ngelolaan organisasi publik, termasuk Ba-
dan Layanan Umum (BLU) di Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Sebagai institusi yang mengelola dana pub-
lik dengan fleksibilitas tertentu, PTKIN
yang berstatus BLU dituntut untuk tidak
hanya memenuhi kebutuhan operasional-
nya tetapi juga menunjukkan akuntabilitas,
transparansi, dan efisiensi dalam pengelo-
laan keuangan dan pelayanannya (Haribo-
wo & Mulyani, 2021). Namun, penerapan
prinsip Good Governance dalam tata kelola
BLU sering kali menghadapi berbagai ken-
dala, seperti kurangnya kapasitas sumber
daya manusia, sistem pengelolaan yang be-
lum optimal, serta pengawasan yang belum
terintegrasi secara menyeluruh.

Dalam konteks PTKIN, implementasi tata
kelola BLU yang berbasis Good Governance
memiliki peran strategis dalam mendukung
keberlanjutan institusi. Dengan penerapan
tata kelola yang baik, PTKIN tidak hanya
mampu memenuhi kewajiban sebagai in-
stitusi publik, tetapi juga dapat meningkat-
kan daya saing, menarik lebih banyak ma-
hasiswa, dan mendorong pengembangan
riset serta inovasi (Rambe et. al., 2023). Di
tengah persaingan global, tata kelola yang
berorientasi pada prinsip Good Governance
dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk
mendukung pengelolaan yang transparan
dan akuntabel, sekaligus membangun ke-
percayaan publik terhadap institusi (Dere-
nov & Rizky, 2023).

Namun demikian, realitas di lapangan me-
nunjukkan bahwa masih terdapat berbagai
tantangan dalam mewujudkan tata kelola
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BLU berbasis Good Governance di PTKIN.
Beberapa tantangan utama meliputi kom-
pleksitas regulasi yang mengatur BLU, ke-
terbatasan teknologi informasi yang men-
dukung transparansi pengelolaan, serta
resistensi terhadap perubahan dari pihak
internal. Selain itu, mekanisme pelaporan
dan pengawasan yang sering kali bersifat
administratif, alih-alih berbasis hasil, men-
jadi hambatan dalam meningkatkan efekti-
vitas tata kelola BLU (Slamet et. al., 2022).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan
akan pengelolaan keuangan yang efisien,
pemerintah telah mendorong penerapan
Good Governance sebagai salah satu stan-
dar dalam pengelolaan BLU (Nurlatifa et.
al., 2021). Dalam beberapa tahun terakhir,
berbagai kebijakan dan panduan telah dike-
luarkan untuk memperkuat tata kelola BLU,
termasuk di PTKIN. Meski demikian, ke-
berhasilan implementasi kebijakan tersebut
sangat bergantung pada komitmen pimpin-
an, kompetensi sumber daya manusia, dan
inovasi yang diterapkan di tingkat institusi.
Oleh karena itu, kajian mendalam tentang
tata kelola BLU berbasis Good Governance
di PTKIN menjadi sangat penting untuk
memberikan rekomendasi yang konkret dan
aplikatif.

Selain sebagai institusi pendidikan tinggi,
PTKIN yang berstatus BLU memiliki tang-
gung jawab tambahan untuk memberikan
layanan publik yang berkualitas dengan
memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan
keuangan. Namun, tanpa tata kelola yang
berbasis Good Governance, fleksibilitas
tersebut dapat menjadi pedang bermata
dua. Ketidakefisienan dalam pengelolaan
keuangan dapat memengaruhi kualitas la-
yanan, sementara kurangnya akuntabilitas
dapat menimbulkan persepsi negatif dari
masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola
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berbasis prinsip-prinsip Good Governance
seperti transparansi, akuntabilitas, partisi-
pasi, efektif dan efisiensi menjadi kebutuh-
an mendesak untuk mendukung pengelola-
an yang optimal di PTKIN (Sulaeman et. al.,
2023).

Di era digitalisasi, peluang besar terbuka
untuk memperkuat tata kelola BLU melalui
teknologi informasi (Siringoringo, 2017).
Digitalisasi memungkinkan proses adminis-
trasi keuangan yang lebih cepat, pelaporan
yang lebih akurat, serta pengawasan yang
lebih transparan. Namun, adopsi teknologi
ini masih terbatas di banyak PTKIN karena
berbagai kendala, seperti kurangnya infra-
struktur, rendahnya literasi digital, serta
resistensi terhadap perubahan. Dengan de-
mikian, transformasi digital perlu menjadi
bagian integral dari upaya mewujudkan tata
kelola BLU yang berbasis Good Governance.

Tantangan lain yang tidak kalah penting
adalah harmonisasi regulasi. BLU di PTKIN
berada di persimpangan antara regulasi pe-
merintahan yang sering kali kaku dengan
kebutuhan akan fleksibilitas manajemen.
Regulasi yang tumpang tindih atau kurang
jelas sering menjadi penghambat dalam im-
plementasi tata kelola yang efisien (Alifa &
Sulaeman, 2023). Oleh karena itu, kajian ini
juga menyoroti pentingnya reformasi kebi-
jakan untuk menciptakan regulasi yang le-
bih mendukung pengelolaan BLU berbasis
Good Governance.

Komitmen dari para pemangku kepentingan
di PTKIN, termasuk pimpinan, staf penge-
lola, dan pengawas eksternal, juga menjadi
faktor kunci dalam keberhasilan tata kelola
BLU. Keterlibatan aktif dan kolaborasi an-
tarpihak dapat mendorong implementasi
praktik-praktik tata kelola yang baik. Selain
itu, program pelatihan dan pengembangan

kapasitas sumber daya manusia perlu di-
tingkatkan untuk memastikan bahwa pe-
ngelola BLU memiliki kompetensi yang me-
madai dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan prinsip Good Governance.

Dengan demikian, pembahasan tentang
tata kelola BLU berbasis Good Governance
di PTKIN bukan hanya relevan tetapi juga
strategis untuk mendukung keberlanjutan
institusi. Good Governance bukan sekadar
tujuan, tetapi merupakan proses yang terus
berkembang untuk menjawab tantangan
zaman dan kebutuhan masyarakat. Melalui
penerapan tata kelola yang berbasis prin-
sip-prinsip ini, PTKIN tidak hanya dapat
meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas,
tetapi juga memperkuat posisi sebagai lem-
baga pendidikan tinggi yang unggul dan ter-
percaya.

Melalui judul “Tata Kelola Badan Layan-
an Umum (BLU) di PTKIN,” yang berba-
sis Good Governance, penulisan ini bertu-
juan untuk mengidentifikasi peluang dan
tantangan dalam implementasi tata kelola
BLU sesuai prinsip Good Governance, ser-
ta memberikan kerangka kerja yang dapat
mendukung pengelolaan yang lebih trans-
paran, akuntabel, responsif, dan efektif.
Dengan pendekatan yang komprehensif,
penulisan ini diharapkan dapat menjadi
panduan strategis bagi pengambil kebijakan
dan praktisi di PTKIN dalam mewujudkan
tata kelola yang unggul dan berdaya saing.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di-
uraikan, terdapat beberapa permasalahan
yang teridentifikasi dalam tata kelola BLU
di PTKIN terkait penerapan tata kelola ber-
basis Good Governance:
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1. Tidak semua pengelola BLU (SDM)
di PTKIN memiliki pemahaman yang
mendalam tentang prinsip-prinsip
Good Governance dalam pengelolaan
keuangan BLU yang efektif.

2. Keterbatasan teknologi informasi ber-
basis digital dalam tata kelola BLU di
PTKIN belum merata, sehingga efisien-
si dan akurasi pengelola keuangan ma-
sih terkendala.

3. Beberapa PTKIN masih menghadapi
tantangan dalam menyusun laporan ke-
uangan BLU yang transparansi, akunta-
bilitas, dan mudah diakses oleh publik.

4. Belum semua PTKIN mampu meman-
faatkan fleksibilitas BLU secara maksi-
mal dalam meningkatkan layanan dan
mutu pendidikan.

5. Adanya regulasi yang masih tumpang
tindih (harmonisasi regulasi) antara ke-
bijakan pemerintah pusat, kementerian
terkait, dan otonomi PTKIN sering kali
menghambat fleksibilitas dan efisiensi
pengelolaan BLU di PTKIN.

6. Perubahan menuju tata kelola berbasis
Good Governance sering menghadapi
resistensi, baik dari pihak internal mau-
pun eksternal institusi, serta pemaham-
an masyarakat dan pemangku kepen-
tingan terhadap status BLU di PTKIN
masih terbatas.

Aspek utama dalam kajian ini terfokus pada
penerapan Good Governance di PTKIN
BLU yang berpedoman pada tata kelola dan
kinerja (tingkat maturitas) badan layanan
umum, yaitu tingkat kedewasaan/ kema-
tangan manajemen dalam mengelola BLU
untuk mencapai tujuan dan menyelengga-
rakan tata kelola yang baik pada BLU. Oleh
karena itu, diperlukan sebuah penilaian
tingkat maturitas BLU, yang telah diatur se-
bagaimana dalam Peraturan Dirjen Perben-
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daharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang
Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja
(Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.
Penilaian tingkat maturitas BLU adalah su-
atu cara dalam menilai pengelolaan BLU
dengan menggunakan basis hasil dan pro-
ses pada aspek dan indikator yang selaras
dan ekuivalen untuk seluruh BLU berdasar-
kan prinsip dasar penilaian maturitas yang
terdiri atas lima tingkatan utama (Ditjen
Perbendaharaan, 2023).

Tata Kelola & Kinerja (Tingkat Maturitas) BLU
Aspek
Keuangan

Aspek
Kapabilitas TINGKAT
MATURITAS —

() Internal
\ / \ /
Al Aspek
= - Aspekl
g e N P

Sumber: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/
layanan/layanan-umum/badan-layanan-umum/2954-
tata-kelola-kinerja-tingkat-maturitas-badan-layanan-
umum.html

Aspek
Pelayanan

Aspek Tata
Kelola &

ﬂj Kepemimpinan

Rumusan Masalah

Meskipun Badan Layanan Umum (BLU)
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri (PTKIN) dirancang untuk mendu-
kung kemandirian pengelolaan keuang-
an dan peningkatan layanan pendidikan,
namun tata kelolanya masih menghadapi
berbagai kendala dalam penerapan prinsip-
-prinsip Good Governance, karena: lemah-
nya transparansi dalam pengelolaan ang-
garan, kurangnya akuntabilitas kinerja yang
sering kali tidak terukur secara obyektif,
serta minimnya keterlibatan aktif pemang-
ku kepentingan dalam proses pengambilan
keputusan. Selain itu, implementasi regu-
lasi sering tidak selaras dengan kebutuhan
operasional, yang menyebabkan inefisiensi
birokrasi dan tumpang tindih kewenang-
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an. Ketika kendala tersebut tidak dilakukan
perbaikan, maka berpotensi menurunkan
daya saing PTKIN sebagai institusi pendi-
dikan tinggi dan menghambat peran strate-
gis BLU dalam mendukung tri dharma per-
guruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan tata kelola berbasis Good Go-
vernance yang berfokus pada transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan par-

Manusia (SDM)

Proses dan Sistem

tisipasi untuk menjawab tantangan tersebut
secara menyeluruh.

Secara garis besarnya rumusan masalah
dalam penulisan paper ini, penulis mengu-
raikan akar masalahnya menggunakan teori
fishbone (IBIKKG, 2024) dalam bentuk dia-
gram sebagai berikut:

Regulasi dan

Kebijakan

Kurangnya kompetensi Regulasi vang ada belum
staf dalam pengelolaan Mekanisme pelaporan sefenuh]iva Eiijlemeu—
keuangan dan prinsip keuangan yang masth tasikan secara efektif
good governance manual atau tidak ®
) terintegrasi - Kebijakan terkait trans-
Rendahn)fa kesadaran = @ paransi dan akuntabilitas
i L, | o e
transparansidan . yang sanksi atau insentif vang
akuntabilitas _ tidak konsisten _ memadai
Tidak adanya pelatihan Tidak ada mekanisme Peraturan terkait
berkelanjutan terkait standar untuk melibatkan keterbukaan informasi a2
pengelolaan keuangan stakeholder dalam publik belum diterapkan dan
berbasis BLU pengambilan keputusan secara maksimal i
9 s 3 1 AT
Kurangnya adopsi Adanya budaya kerja Minimnya partisipasi libatan
teknologi vang memadai vang resistensi terhadap aktif dari ma_syarakat, an
untuk mendukung perubahan, khususnva dosen, 15[13}13515.;“‘3, dan an
transparansi terkait transparansi dan mitra kerja dalam
N akuntabilitas pengawasan dan_
Tidak adanya platform o = evaluasi
untuk mempublikasi- Praktik top-down Ketidakseimbangan
kan laporan keuangan decision-making yang dalam distribusi
secara terbuka kepada mengabaikan keter- informasi antara pihak
_ masyarakat libatan stakeholder internal dan eksternal
Infrastruktur ¢ . . Kurangnya forum dialog
pendukung untuk Tingginya toleransi untuk membangun
pengelolaan BLTU belum terhadap praktik-praktik kepercavaan publik
optimal yang tidak transparan terhat:iap institusi

Teknologi dan
Infrastruktur

Budaya Organisasi

Stakeholder dan
Partisipasi

Akar masalah di atas dapat dianalisis de-
ngan menggunakan metode Urgency, Seri-
ousness, Growth (USG), maka yang menjadi
problem statement dalam makalah kebi-
jakan ini bahwa tata kelola Badan Layan-
an Umum (BLU) pada Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) meng-
hadapi permasalahan serius dalam mene-
rapkan prinsip Good Governance, ditandai
dengan lemahnya transparansi pengelolaan
anggaran, rendahnya akuntabilitas kiner-

ja yang tidak terukur secara obyektif, serta
minimnya partisipasi pemangku kepenting-
an dalam pengambilan keputusan strategis.
Ketidaksesuaian antara regulasi dan ke-
butuhan operasional, inefisiensi birokrasi,
serta tumpang tindih kewenangan semakin
memperburuk pengelolaan BLU, sehingga
mengancam daya saing PTKIN dan menu-
runkan kepercayaan masyarakat. Kondisi
ini mendesak untuk segera diatasi, karena
berpotensi menghambat peran BLU dalam
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mendukung tri dharma perguruan tinggi
dan memperburuk kualitas layanan pendi-
dikan.

Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan Penulisan

1. Menganalisis tingkat penerapan prinsip
Good Governance dalam pengelolaan
BLU di PTKIN.

2. Mengidentifikasi tantangan dan kenda-
la dalam penerapan tata kelola berbasis
Good Governance.

3. Merumuskan strategi dan langkah ino-
vatif untuk mengintegrasikan prinsip
Good Governance dalam tata kelola
BLU di PTKIN.

4. Menilai peran teknologi informasi da-
lam mendukung tata kelola BLU berba-
sis Good Governance.

5. Memberikan rekomendasi kebijakan
yang aplikatif untuk meningkatkan tata
kelola BLU di PTKIN.

Manfaat Penulisan

1. Memberikan kontribusi pada pengem-
bangan teori tata kelola organisasi
publik, khususnya dalam konteks pe-
ngelolaan BLU di perguruan tinggi ke-
agamaan negeri.

2. Menjadi rujukan akademik bagi penu-
lisan serupa di masa depan.

3. Memberikan panduan strategis bagi
pimpinan dan pengelola BLU di PT-
KIN untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan.

4. Menyediakan rekomendasi kebijakan
yang relevan bagi pemerintah dan re-
gulator terkait untuk memperkuat tata
kelola BLU di PTKIN.
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5. Mendukung peningkatan kualitas la-
yanan pendidikan tinggi keagamaan ne-
geri melalui tata kelola yang lebih baik,
sehingga memberikan dampak positif
bagi mahasiswa dan masyarakat secara
umum.

Kerangka Teori dan Konseptual
Kerangka Teori

Merujuk pada praktik pengelolaan orga-
nisasi yang mengedepankan transparansi,
akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivi-
tas, responsivitas, dan kepatuhan terhadap
hukum (UNDP, 1997), merupakan prinsip-
-prinsip utama dalam tata kelola BLU ber-
basis Good Governance.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Ta-
hun 2005, BLU adalah satuan kerja yang di-
berikan fleksibilitas pengelolaan keuangan
untuk meningkatkan kualitas layanan kepa-
da masyarakat, sistem keuangan yang flek-
sibel namun akuntabel, pengelolaan pen-
dapatan negara bukan pajak (PNBP) yang
efisien, serta mekanisme pelaporan yang
transparan.

Digital governance adalah penerapan tek-
nologi informasi untuk mendukung tata
kelola organisasi, termasuk transparansi
pelaporan, efisiensi operasional, dan peng-
awasan real-time. Penggunaan teknologi
untuk pengelolaan keuangan, pelaporan,
dan pelayanan publik dapat meningkatkan
efisiensi dan akuntabilitas BLU.

Dalam konteks penerapan Good Gover-
nance di BLU PTKIN, perubahan menuju
tata kelola yang lebih baik membutuhkan
tahapan teori perubahan organisasi (model
Lewin) yaitu mempersiapkan perubahan,
melaksanakan perubahan, serta menginte-
grasikan perubahan.
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Kerangka Konseptual

Berdasarkan prinsip efektif, efisiensi, dan
produktivitas, instansi BLU harus sudah
mulai menggunakan sistem informasi yang
memudahkan proses integrasi data. Sistem
informasi yang memudahkan instansi un-
tuk mewujudkan tata kelola (Good Gover-
nance) pada instansi yang bersangkutan.
Tata Pengelolaan dari BLU sendiri telah
diatur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Ta-
hun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-
-undang tersebut, yang mana instansi pe-
merintah yang tugas pokok dan fungsinya
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dapat menerapkan pola pengelolaan keu-
angan yang fleksibel dengan menonjolkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
BLU, diharapkan menjadi contoh kongkrit
yang menonjol dari penerapan manajemen

keuangan berbasis pada hasil (kinerja).

Beberapa studi-studi dengan berbagai sudut
pandang yang telah dilakukan terkait Badan
Layanan Umum di antaranya: (i) analisis
implementasi/penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Budi Wa-
luyo, 2015; Jahra, 2013; Nadilla dkk., 2016);
(ii) analisis kinerja secara kelembagaan Ba-
dan Layanan Umum (Ernitati, 2016); (iii)
eksistensi Badan Layanan Umum (Juliani,
2018); (iv) penilaian aspek kinerja keuang-
an (Nurliah dkk., 2020); (v) aspek tata ke-
lola Badan Layanan Umum (Lukas, 2020);
(vi) Balance Scorecard dan Badan Layanan
Umum (Warno dan Winarni, 2015; Reza,
2018; Slamet dan Esha, 2020). Namun tu-
lisan ini lebih spesifik pada tata kelola BLU
di PTKIN dalam perspektif analisis kebijak-
annya.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan analisis deskriptif. Bogdan dan
Biklen (2016: 20) berpendapat bahwa pen-
dekatan analisis deskriptif adalah pende-
katan yang paling umum digunakan dalam
penelitian kualitatif. Pendekatan ini mene-
kankan pada pemahaman makna dari fe-
nomena yang diteliti, bukan hanya sekedar
mendeskripsikannya.

Pendekatan ini digunakan untuk penelitian
yang bertujuan untuk memahami fenome-
na sosial secara mendalam. Hal ini senada
diungkapkan oleh Lexy J. Moleong (2017:
103) bahwa metode kualitatif dengan pen-
dekatan analisis deskriptif adalah metode
yang dapat digunakan untuk menggambar-
kan dan menganalisis fenomena sosial seca-
ra mendalam.

Metode ini dapat digunakan untuk mema-
hami bagaimana fenomena sosial tersebut
terjadi, mengapa terjadi, dan apa dampak-
nya.

Demikian pula Rachmat Kriyantono (2020:
29) berpendapat bahwa metode kualita-
tif dengan pendekatan analisis deskriptif
adalah metode yang tepat untuk penelitian
yang bertujuan untuk memahami fenomena
sosial secara holistik. Metode ini dapat di-
gunakan untuk memahami fenomena sosial
tersebut dari berbagai sudut pandang.

Metode pendekatan yang digunakan di atas
untuk mendapatkan data yang relevan de-
ngan masalah yang menjadi objek kajian ini
serta untuk dapat menggambarkan perma-
salahan di lapangan secara objektif, yaitu
pengelolaan aset BLU pada Perguruan Ting-
gi Keagamaan Islam Negeri.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan
Apa itu BLU?

Badan Layanan Umum atau yang disingkat
BLU adalah instansi di lingkungan Peme-
rintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa pe-
nyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasar-
kan pada prinsip efektif, efisiensi, dan pro-
duktivitas.

Pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum dapat memberikan keleluasaan
pada praktik-praktik bisnis untuk mening-
katkan pelayanan pada masyarakat yang
sangat luas guna memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bang-
sa. Praktik pengelolaan keuangan BLU telah
diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 ta-
hun 2005 Pasal 16, yang dalam penyeleng-
garaannya memuat hal-hal berikut:

1. Merencanakan penerimaan dan penge-
luaran kas.

2. Melakukan pemungutan pendapatan
atau tagihan.

3. Menyimpan kas dan mengelola reke-
ning bank.

4. Melakukan pembayaran.

5. Mendapatkan sumber dana untuk me-
nutup defisit jangka pendek.

6. Memanfaatkan surplus kas jangka pen-
dek untuk memperoleh pendapatan
tambahan.

Kehadiran BLU diharapkan untuk menyu-
burkan pewadahan baru bagi pembaruan
manajemen keuangan pada sektor layanan
publik, serta untuk meningkatkan pelayan-
an pemerintah kepada masyarakat.

348

Aset BLU dan Pengelolaan Aset BLU

Aset BLU merupakan sumber daya ekonomi
yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosi-
al di masa depan diharapkan dapat dipero-
leh serta dapat diukur dalam satuan uang,
dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Dengan
demikian, aset yang dimiliki BLU merupa-
kan milik negara yang tunduk pada keten-
tuan perundang-undangan, yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
136/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Pe-
ngelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

Sesungguhnya aset di perguruan tinggi
Badan Layanan Umum merupakan bagi-
an dari kekayaan yang fundamental untuk
keberlangsungan pengelolaan perguruan
tinggi. Dan tidak akan bisa menjadi pergu-
ruan tinggi yang unggul apabila tidak me-
miliki aset yang bisa dikelola dengan baik.
Aset pada perguruan tinggi Badan Layanan
Umum merupakan bagian dari kekayaan
yang perlu dioptimalkan pemberdayaan-
nya. Hal tersebut akan memberikan dampak
yang luas pada kemakmuran civitas kampus
yang secara berkesinambungan melahir-
kan peningkatan kualitas kepada pelayanan
publik. Kekayaan aset yang dimiliki pergu-
ruan tinggi serta bisa dikelola dengan baik,
secara langsung akan meningkatkan nilai
pendapatan. Dalam perguruan tinggi nege-
ri, di mana aset yang ada merupakan milik
pemerintah, maka proses kepemilikan mau-
pun pengelolaannya diberikan sepenuhnya
kepada pemerintah yang dalam hal ini oleh
masing-masing perguruan tinggi.
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Menurut Chris B. Murphy menyatakan bah-
wa secara umum aset itu ada dua jenis, yai-
tu aset berwujud (tangible asset) dan tidak
berwujud (intangible asset). Aset berwujud
biasanya aset fisik atau properti yang dimi-
liki oleh perusahaan dan digunakan untuk
menghasilkan produk dan layanan. Semen-
tara itu, aset tidak berwujud merupakan
kekayaan yang tidak nampak secara kasat,
tetapi memiliki nilai moneter dan dapat
mewakili pendapatan potensial. Misalnya,
hak cipta sebuah lagu, perusahaan rekaman
mendapat royalti (Murphy, 2022).

Adapun aset berwujud (tangible asset), me-
liputi:

1. Aset lancar (current asset)
Aset yang diperkirakan akan direalisasi
atau dimiliki untuk dijual atau diguna-
kan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan, dimiliki untuk diperdagangkan
atau untuk tujuan jangka pendek diha-
rapkan akan direalisasikan dalam jang-
ka waktu 12 (dua belas) bulan dari tang-
gal neraca, dan/atau berupa kas atau
setara kas yang penggunaannya tidak
dibatasi, meliputi kas dan setara kas,
investasi jangka pendek, piutang usa-
ha, piutang lain-lain, persediaan, uang
muka, dan biaya dibayar di muka.

2. Aset tetap (fixed asset)
Aset yang berwujud dan mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan, dalam kegiat-
an pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

3. Asetlainnya BLU
Aset selain Aset Lancar BLU, investasi
jangka panjang BLU, dan Aset Tetap
BLU.

Sedangkan aset tak berwujud (intangib-
le asset) merupakan aset non-fisik yang

memiliki nilai keuangan karena mewakili
pendapatan potensial. Aset tidak berwujud
termasuk hak paten (patents), hak cipta
(copyright), merek perusahaan dan nama
merek (brand names), desain dan prototipe
(designs and prototypes), perangkat lunak
(software), judul-judul penerbitan (publis-
hing titles), lisensi dan waralaba (licenses
and franchises), formula (formulas), model
(models), dan lain sebagainya (Epstein dan
Mirza, 2005).

Adapun menurut Pankaj M. Madhani termi-
nologi aset tak berwujud merupakan suatu
kemampuan yang tersembunyi dari sebuah
organisasi dan kemampuan itu berasal dari
tiga sumber utama, yaitu modal manusia,
modal struktural atau organisasi, dan pe-
langgan atau modal relasional (Madhani,
2009).

Klasifikasi aset tak berwujud yang paling

banyak digunakan adalah klasifikasi yang

membedakan dan membagi sumber daya

organisasi menjadi tiga kelas, meliputi:

1. Modal manusia (human capital)
Didefinisikan

yang dibawa oleh seorang karyawan ke-
tika meninggalkan perusahaannya, mi-

sebagai pengetahuan

salnya yang ditinggalkan berupa keah-
liannya, pengetahuannya, keterampilan
kerja, tingkat pendidikan, dan lain-lain.
Human capital berupa kepemimpinan,
pendidikan, pengetahuan, pengalaman,
kompetensi, kelincahan intelektual in-
dividu karyawan, dan keterampilan.

2. Modal struktural (structural capital)
Didefinisikan sebagai kumpulan penge-
tahuan yang ada di perusahaan pada
akhir hari kerja, contoh aturan perusa-
haan, prosedur operasi, rutinitas, buda-
ya kerja, database, paten, dan lain-lain.
Structural capital termasuk struktur,
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sistem, proses, inovasi, merek, keka-
yaan intelektual, paten, dan hal tidak
berwujud lainnya yang dimiliki oleh en-
titas, tetapi tidak terdapat pada neraca.
3. Modal relasional (relational capital)
Didefinisikan sebagai semua modal

intelektual yang terkait dengan
hubungan  eksternal  perusahaan,
misalnya kepuasan pelanggan,
hubungan dengan pemasok, dan

prosedur pemasaran. Relational capital
terwakili dengan aliansi dan jaringan,
hubungan yang berharga dengan
pelanggan dan pemangku kepentingan

terkait stakeholder lainnya.

Pengelolaan Badan Layanan Umum atau
disingkat BLU bertugas mengelola aset dan
hasil pengelolaan dapat digunakan sepe-
nuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan-
-kegiatan dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

Pengelolaan pada BLU dapat meliputi:

1. Pelaksanaan pengelolaan Aset BLU
meliputi: perencanaan dan pengang-
garan, penggunaan, pemanfaatan, pe-
mindahtanganan, pemusnahan, dan
penghapusan. Pengelolaan aset BLU
dilaksanakan berdasarkan asas fungsi-
onal, kepastian, hukum, transparansi
dan keterbukaan, efisiensi, akuntabili-
tas, dan kepastian nilai.

2. Pelaksanaan pengelolaan aset pihak
lain. Dilaksanakan dengan prinsip-
-prinsip, sebagai berikut:

a. Tidak mengganggu kegiatan pem-
berian pelayanan umum kepada
masyarakat;

b. Biaya dalam rangka pelaksanaan
kerja sama tidak dapat dibebankan
pada rupiah murni APBN;
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c. Dapat digunakan sebagai dasar
penerbitan surat berharga setelah
mendapatkan izin dari menteri ke-
uangan; dan

d. Tidak berakibat terjadinya penga-

lihan Aset BLU kepada pihak lain.

Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Aset BLU

Dalam pengelolaan aset BLU dapat dilaku-
kan dengan mekanisme Kerja Sama Opera-
sional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya
Manusia dan/atau Manajemen (KSM), yang
dilakukan melalui kerja sama antara BLU
dengan pihak lain yang dituangkan dalam
naskah perjanjian atau dengan mengikut-
sertakan sumber daya manusia dan/atau
kemampuan manajerial dari BLU dan/atau
pihak lain, dalam rangka mengembangkan
kapasitas layanan dan meningkatkan daya
guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi
dari Aset BLU. Tujuan pengelolaan BLU
melalui mekanisme KSO dan KSM adalah
untuk meningkatkan penyediaan pelayanan
umum kepada masyarakat, mengoptimal-
kan daya guna dan hasil guna Aset BLU dan
untuk meningkatkan pendapatan BLU yang
dapat digunakan langsung untuk membia-
yai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA).

Pengelolaan aset BLU dapat dilakukan de-
ngan mekanisme:

1. Kerja Sama Operasional (KSO), yaitu
pendayagunaan aset BLU dan/atau aset
milik pihak lain dalam rangka tugas dan
fungsi BLU, melalui kerja sama antara
BLU dengan pihak lain yang dituangkan
dalam naskah perjanjian.

2. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/
atau Manajemen (KSM), yaitu pen-
dayagunaan aset BLU dan/atau aset
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milik pihak lain dengan mengikutser-
takan sumber daya manusia dan/atau
kemampuan manajerial dari BLU dan/
atau pihak lain, dalam rangka mengem-
bangkan kapasitas layanan dan me-
ningkatkan daya guna, nilai tambah,
dan manfaat ekonomi dari Aset BLU.

KSO atau KSM bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyediaan pelayanan
umum kepada masyarakat;

2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna Aset BLU; dan

3. Meningkatkan pendapatan BLU yang
dapat digunakan langsung untuk mem-
biayai belanja BLU sesuai Rencana Bis-
nis dan Anggaran (RBA).

Pemimpin BLU melakukan KSO dan/atau
KSM dalam rangka tugas dan fungsi pada
BLU, dengan melibatkan pihak lain sebagai
Mitra yang dituangkan dalam dalam naskah
perjanjian antara pemimpin BLU dengan
Mitra. Tarif yang dikenakan kepada ma-
syarakat terhadap layanan yang dihasilkan
dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh
pemimpin BLU sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelola-
an keuangan BLU.

Mitra yang dimaksud, terdiri atas: (i) peme-
rintah daerah; (ii) badan usaha milik nega-
ra; (iii) badan usaha milik daerah; (iv) BLU;
(v) BLU daerah; (vi) perusahaan swasta;
(vii) yayasan; (viii) koperasi; (ix) perorang-
an.

Perencanaan KSO dan/atau KSM disusun
oleh Pemimpin BLU yang dicantumkan da-
lam RBA dan paling sedikit menjelaskan se-
cara ringkas mengenai maksud dan tujuan,
bentuk, dan hasil, seperti:

1. Analisis dan evaluasi dari aspek teknis
termasuk berupa spesifikasi teknis/ ku-

alifikasi dan/atau kegiatan terkait objek
KSO dan/atau KSM;

2. Analisis dan evaluasi dari aspek keu-
angan sebagaimana termasuk proyeksi
pendapatan dan biaya yang timbul dari
pelaksanaan KSO dan/atau KSM; dan

3. Analisis dan evaluasi dari aspek hukum
termasuk kelengkapan bukti kepemi-
likan aset, resiko, dan/atau rekam jejak
Mitra.

Objek KSO terhadap Aset BLU dilakukan
atas beberapa kriteria sebagai berikut:

Tanah;

Gedung dan bangunan;

Aset tak berwujud yang terdiri atas pe-
rangkat lunak komputer (software); li-
sensi dan franchise; hasil kajian/pene-
litian yang memberikan manfaat untuk
jangka panjang; hak cipta (copyright),
paten, dan hak kekayaan intelektual
lainnya; merk dagang; karya seni yang
mempunyai nilai sejarah/budaya; serta
aset tak berwujud lainnya.

Bentuk KSO terhadap aset BLU, dapat be-
rupa:

1. KSO tanah dan bangunan dilakukan da-
lam bentuk tiga bentuk mitra, yaitu:

a. Mitra mendayagunakan tanah, ge-
dung dan bangunan milik BLU da-
lam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi BLU selama jangka waktu
tertentu yang disepakati dalam per-
janjian, dengan ketentuan:

1) Dilakukan berdasarkan kepu-
tusan pemimpin BLU;

2) Jangka waktu KSO dapat dila-
kukan berdasarkan periodesi-
tas pendayagunaan per tahun,
per bulan, perhari, atau per
jam;
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3) Jangka waktu KSO paling lama
15 (lima belas) tahun sejak di-
tandatanganinya perjanjian;

4) Jangkawaktu KSO apabila telah
berakhir dapat diperpanjang
setelah dilakukan evaluasi.

Selain mendapatkan kompensasi
tetap, pemimpin BLU dapat me-
ngenakan imbal hasil kepada Mitra
dengan memperhitungkan: omzet;
keuntungan; atau biaya operasio-
nal yang ditetapkan oleh pemimpin
BLU.

Mitra mendirikan bangunan sara-
na berikut fasilitasnya di atas tanah
milik BLU, dan setelah selesai pem-
bangunannya diserahkan kepada
BLU, untuk kemudian digunakan
oleh Mitra atau Mitra BLU da-
lam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi BLU selama jangka waktu
tertentu yang disepakati dalam per-
janjian;

Mitra mendirikan gedung dan ba-
ngunan dan/atau sarana berikut fa-
silitasnya di atas tanah milik BLU,
untuk kemudian digunakan oleh
Mitra dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi BLU, dan Mitra
menyerahkan gedung dan bangun-
an dan/atau sarana berikut fasili-
tasnya kepada BLU sesuai jangka
waktu yang disepakati dalam per-
janjian.

KSO tanah dan bangunan dalam bentuk

pembangunan gedung dan bangunan

oleh Mitra tersebut di atas, yakni:

a.

b.
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Dilakukan berdasarkan keputusan
pemimpin BLU;

BLU mendapatkan imbalan dari
hasil KSO tanah dan bangunan be-

rupa kompensasi tetap dan/atau
imbal hasil;
Besaran kompensasi tetap ditetap-
kan oleh pemimpin BLU dengan
paling sedikit mempertimbang-
kan: nilai wajar atas tanah milik
BLU yang menjadi objek KSO; nilai
penghapusan bangunan; dan esti-
masi nilai sisa bangunan pada akhir
pelaksanaan KSO (terminal value).
Nilai diperhitungkan jika terdapat
bangunan yang dihapuskan di atas
tanah milik BLU yang menjadi ob-
jek KSO. Besaran imbal hasil dihi-
tung dengan mempertimbangkan
pendapatan dan belanja KSO;

Jangka waktu pelaksanaan KSO

tanah dan bangunan ditetapkan

dengan memperhitungkan masa

manfaat bangunan, paling lama 30

(tiga puluh) tahun sejak perjanjian

ditandatangani hanya berlaku un-

tuk 1 (satu) kali perjanjian dan ti-
dak dapat dilakukan perpanjangan

Dalam hal KSO tanah dan bangun-

an bentuk pembangunan gedung

dan bangunan oleh Mitra bera-
khir, Mitra dapat melanjutkan ker-
ja sama dengan bentuk KSO tanah
dan bangunan dengan mendayagu-
nakan tanah dan/atau gedung dan
bangunan milik BLU dalam rang-
ka pelaksanaan tugas dan fungsi

BLU selama jangka waktu tertentu

yang disepakati dalam perjanjian.

Pelaksanaan kerja sama dilakukan

setelah:

1) Evaluasi terhadap pelaksanaan
KSO tanah dan bangunan, yang
telah dilaksanakan dengan Mit-
ra yang ingin melanjutkan kerja
sama;
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2) Rencana KSO telah disusun pe-
mimpin BLU; dan

3) Ditetapkan dalam naskah per-
janjian.

KSO aset selain tanah dan/atau ba-

ngunan

KSO aset selain tanah dan/atau ba-

ngunan dilakukan berdasarkan kepu-

tusan pemimpin BLU dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. BLU mendapatkan imbalan berupa
kompensasi tetap, imbal hasil, dan/
atau manfaat ekonomi lainnya;

b. Setelah jangka waktu KSO bera-
khir, Mitra dapat mengajukan per-
panjangan kerja sama;

c. Perpanjangan kerja sama ditetap-
kan pemimpin BLU setelah dilaku-
kan evaluasi dan penyesuaian klau-
sul dalam perjanjian;

d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan
perpanjangan kerja sama, Mitra ti-
dak diperbolehkan menggunakan
manfaat dari aset selain tanah dan/
atau bangunan milik BLU demi ke-
pentingan sendiri, dan menjamin
bebas dari segala tuntutan hukum

dan hak-hak pihak ketiga.

KSO terhadap aset pihak lain

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan
terhadap objek KSO berupa peralatan
danmesinmilik Mitra. KSOinidilakukan
berdasarkan keputusan pemimpin BLU
dengan cara BLU mendayagunakan
peralatan dan mesin milik Mitra,
untuk selanjutnya digunakan dalam
pemberian pelayanan umum BLU
sesuai jangka waktu tertentu yang
disepakati dengan memperhitungkan
masa manfaat peralatan dan mesin.
BLU akan mendapatkan imbal hasil
dari pelaksanaan KSO.

Bentuk KSM terhadap aset BLU, berupa:

1.

KSM pada BLU dan/atau pihak lain

BLU dapat melakukan KSM pada BLU

dan/atau pihak lain dengan imbalan

dari pelaksanaan KSM sesuai dengan
perjanjian. Adapun bentuk KSM pada

BLU dan/atau pihak lain yaitu:

a. Pendayagunaan Aset BLU dan/atau
Mitra dalam rangka menghasilkan
layanan, dengan menggunakan/
menyertakan sumber daya manusia
dan/atau kemampuan manajerial
yang dimiliki BLU;

b. Pendayagunaan Aset BLU dan/atau
Mitra dalam rangka menghasilkan
layanan, dengan menggunakan/

menyertakan sumber daya manusia

dan/atau kemampuan manajerial

yang dimiliki Mitra.

2. KSM pada BLU dan/atau pihak lain di-
laksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Dilakukan berdasarkan keputusan
pemimpin BLU;

b. Jangka waktu KSM paling lama 5
(lima) tahun sejak ditandatangani-
nya perjanjian;

c. Apabila jangka waktu KSM telah
berakhir dapat diperpanjang sete-
lah dilakukan evaluasi dan penye-
suaian klausul dalam perjanjian.

Analisis Kebijakan

Pengelolaan keuangan dan kinerja Badan

Layanan Umum (BLU) pada Perguruan

Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
harus merujuk pada berbagai peraturan per-
undang-undangan yang mengatur prinsip

Good Governance, khususnya transparansi
dan akuntabilitas. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
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tentang Keuangan Negara, transparansi
adalah prinsip mendasar dalam pengelola-
an keuangan negara, termasuk BLU. Selain
itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi juga mengama-
natkan otonomi perguruan tinggi dalam
pengelolaan keuangan, tetapi tetap meng-
utamakan tanggung jawab kepada publik.
Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Per-
aturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan BLU, yang
mewajibkan publikasi laporan keuangan
yang dapat diakses secara luas.

Kebijakan seperti pengembangan sistem in-
formasi terpadu, publikasi laporan keuang-
an secara berkala, serta penguatan penga-
wasan internal dan eksternal sejalan dengan
regulasi yang ada. Sistem informasi keuang-
an berbasis digital, misalnya, mendukung
pemenuhan kewajiban transparansi seba-
gaimana diatur dalam PMK Nomor 129/
PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Keu-
angan BLU. Demikian pula, keterlibatan
masyarakat dalam memberikan umpan ba-
lik sejalan dengan amanat Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka-
an Informasi Publik, yang mengharuskan
lembaga publik menyediakan akses infor-
masi yang relevan dan akurat.

Namun, implementasi kebijakan ini meng-
hadapi tantangan, seperti keterbatasan
infrastruktur teknologi, kapasitas sumber
daya manusia, dan konsistensi penerapan di
tingkat operasional. Oleh karena itu, diper-
lukan harmonisasi regulasi antar-kemen-
terian, pelatihan bagi pengelola BLU, serta
evaluasi rutin untuk memastikan kebijakan
transparansi berjalan efektif. Dengan meng-
acu pada kerangka hukum yang ada, lang-
kah-langkah ini dapat meningkatkan keper-
cayaan publik, akuntabilitas, dan kualitas
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layanan PTKIN sebagai institusi pendidikan
berbasis BLU.

Kebijakan pengelolaan BLU pada PTKIN
merupakan langkah strategis pemerintah,
khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Is-
lam Kementerian Agama untuk meningkat-
kan otonomi, efisiensi, dan kualitas layanan
pendidikan di perguruan tinggi keagamaan.
Namun, implementasi kebijakan ini tidak
terlepas dari berbagai tantangan dan kom-
pleksitas.

Secara umum, kebijakan BLU pada PTKIN
bertujuan untuk:

1. Memberikan keleluasaan kepada PT-
KIN dalam mengelola keuangan dan
sumber daya manusia.

2. Mendorong PTKIN untuk lebih efisien
dalam penggunaan anggaran dan sum-
ber daya.

3. Memungkinkan PTKIN untuk mengem-
bangkan program studi yang relevan
dengan kebutuhan pasar, meningkat-
kan kualitas tenaga pengajar, dan mem-
perbaiki fasilitas.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan
BLU pada PTKIN menghadapi sejumlah
tantangan, antara lain:

1. PTKIN yang selama ini terbiasa dengan
sistem birokrasi yang kaku, mengalami
kesulitan beradaptasi dengan mekanis-
me pengelolaan yang lebih fleksibel dan
mandiri.

2. Tidak semua SDM PTKIN memiliki
kompetensi yang memadai untuk me-
ngelola BLU, terutama dalam hal ma-
najemen keuangan, pemasaran, dan pe-
ngembangan bisnis.

3. Regulasi yang kompleks dan sering ber-
ubah membuat pengelolaan keuangan
BLU menjadi lebih sulit.
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4. Tekanan untuk mencapai target kiner-
ja yang tinggi dapat memicu tindakan
yang tidak etis, seperti manipulasi data
atau penyimpangan anggaran.

5. Terkadang masih terjadi intervensi pe-
merintah yang berlebihan dalam pe-
ngelolaan BLU, sehingga menghambat
otonomi yang telah diberikan.

6. Persaingan yang ketat dan keterbatasan
infrastruktur menjadi kendala dalam
pengembangan bisnis PTKIN.

7. Pemahaman tentang konsep BLU di ka-
langan sivitas akademika dan masyara-
kat umum masih terbatas.

Di lain sisi, dapat juga diamati implementa-
si kebijakan BLU pada PTKIN dari sisi posi-
tifnya antara lain:

1. PTKIN memiliki kebebasan yang lebih
besar untuk mengembangkan program
studi baru, menjalin kerja sama dengan
industri, dan meningkatkan kualitas la-
yanan.

2. Dengan pengelolaan keuangan yang le-
bih fleksibel, PTKIN dapat mengaloka-
sikan anggaran secara lebih efektif.

3. Dengan otonomi yang lebih besar, PT-
KIN dapat menyesuaikan kurikulum
dengan kebutuhan pasar kerja.

Namun, kebijakan ini juga memiliki impli-
kasi negatif, seperti: BLU membawa risiko
keuangan yang lebih tinggi, seperti risiko
gagal bayar atau kerugian investasi. Tidak
semua PTKIN memiliki sumber daya yang
sama, sehingga dapat terjadi ketimpangan
dalam kualitas layanan. Bahkan BLU tanpa
pengawasan yang efektif, berpotensi terja-
dinya penyimpangan dan korupsi akan se-
makin besar.

Analisis kebijakan terkait dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai
Badan Layanan Umum (BLU) pada Pergu-

ruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PT-
KIN) harus mempertimbangkan beberapa
aspek utama yang memengaruhi pelaksana-
an tata kelola dan pencapaian tujuan BLU.
Meskipun UU Keuangan Negara dan pera-
turan pemerintah terkait BLU memberikan
ruang bagi PTKIN untuk mengelola keu-
angan secara lebih fleksibel, praktik di la-
pangan menunjukkan adanya ketidaksesu-
aian antara kebijakan dan implementasi.
Pertama, meskipun peraturan memberikan
keleluasaan, pengelolaan anggaran masih
sering tidak transparan, yang menyebabkan
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap kemampuan BLU dalam mengelo-
la sumber daya. Kebijakan yang mengatur
sistem pelaporan keuangan, seperti yang
diatur dalam Permendagri dan Permenkeu,
sering kali tidak diimplementasikan secara
maksimal, sehingga tidak ada indikator ki-
nerja yang jelas dan dapat dipertanggungja-
wabkan.

Kedua, dalam hal akuntabilitas, meskipun
peraturan menekankan pentingnya laporan
keuangan yang diaudit, penerapan sistem
pengawasan internal yang lemah menye-
babkan pengawasan atas pengelolaan BLU
tidak berjalan efektif. Keberadaan kelemah-
an pengawasan ini memungkinkan terjadi-
nya penyalahgunaan anggaran dan inefisi-
ensi dalam pemanfaatan sumber daya yang
tersedia. Selanjutnya, implementasi regula-
si seringkali tidak selaras dengan kebutuh-
an operasional PTKIN, di mana birokrasi
yang terlalu kaku dan tumpang tindihnya
kewenangan antarlembaga atau pihak yang
terlibat justru memperlambat proses peng-
ambilan keputusan dan mengurangi efekti-
vitas kinerja.

Selain itu, meskipun peraturan menekan-
kan pentingnya keterlibatan pemangku ke-
pentingan, kenyataannya partisipasi dalam
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proses pengambilan keputusan cenderung
terbatas. Hal ini mengurangi kualitas tata
kelola dan berpotensi menurunkan efektivi-
tas BLU dalam mendukung tujuan strategis
perguruan tinggi, seperti pengembangan
riset, pendidikan, dan pengabdian kepada
masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).
Oleh karena itu, kebijakan BLU perlu di-
sempurnakan dengan memperkuat sistem
transparansi, akuntabilitas, pengawasan
yang lebih ketat, serta memfasilitasi partisi-
pasi yang lebih luas dari seluruh pemangku
kepentingan dalam pengambilan keputus-
an, agar peran strategis BLU di PTKIN da-

pat terwujud secara optimal.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan analisis kebijakan di atas,
bahwa untuk meningkatkan transparansi

dalam pengelolaan keuangan dan kinerja
Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN),
diperlukan alternatif kebijakan yang kon-
kret dan terukur. Oleh karena itu, penulis
mengajukan beberapa alternatif kebijakan
sebagai acuan rekomendasi dengan meng-
gunakan teori analisis kebijakan yang di-
kemukakan oleh William N. Dunn (2005),
yaitu kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri
dari: efektivitas, efisiensi, kesesuaian, kea-
dilan, responsivitas, dan ketepatan melalui
skoring alternatif kebijakan, dengan nilai 1
— 5 (1 = sangat rendah, 5 = sangat tinggi)
sebagai berikut:

Pengembangan sistem informasi
keuangan dan kinerja terpadu

Penerapan standar pelaporan
terbuka secara berkala

Penguatan mekanisme pengawasan
3 | dan audit independen perlu men-jadi 5
prioritas

Peningkatan kapasitas sumber
4 | daya manusia (SDM) di lingkungan 4
PTKIN

Mekanisme partisipasi publik
5 | dan insentif untuk mendukung 4
transparansi

Penjelasan kriteria alternatif kebijakan di
atas sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem informasi keu-
angan dan Kkinerja terpadu. Sistem ini
harus berbasis digital, terintegrasi, dan
dirancang agar dapat diakses secara
real-time oleh pemangku kepentingan.
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Sistem ini tidak hanya menyajikan la-
poran keuangan dan kinerja, tetapi juga
menyediakan informasi terkait anggar-
an, realisasi belanja, pendapatan BLU,
serta pencapaian indikator kinerja uta-
ma. Transparansi melalui teknologi ini
akan memudahkan pengawasan publik
dan mendorong akuntabilitas.
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Penerapan standar pelaporan terbuka
secara berkala. Laporan keuangan dan
kinerja harus dipublikasikan secara ter-
struktur dalam platform yang mudah
diakses, seperti situs web resmi PTKIN
atau sistem informasi nasional yang di-
kelola pemerintah. Publikasi ini harus
mencakup perincian pendapatan BLU,
alokasi anggaran, dan evaluasi capaian
kinerja. Selain itu, laporan harus disa-
jikan dalam format yang sederhana dan
ramah pembaca, sehingga dapat dipa-
hami oleh berbagai pihak, termasuk
masyarakat umum.

Penguatan mekanisme pengawasan dan
audit independen perlu menjadi prio-
ritas. Pemeriksaan oleh lembaga inde-
penden, seperti Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
harus dilakukan secara rutin. Hasil au-
dit tersebut wajib dipublikasikan seba-
gai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik. Selain itu, unit pengawasan in-
ternal di PTKIN perlu diperkuat untuk
memastikan pengelolaan keuangan dan
kinerja berjalan sesuai dengan prinsip
Good Governance. Penerapan audit
berbasis risiko juga dapat meningkat-
kan efektivitas pengawasan.
Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) di lingkungan PTKIN.
Pengelola keuangan dan kinerja BLU
harus diberikan pelatihan yang berfo-
kus pada transparansi, akuntabilitas,
dan penggunaan teknologi informasi.
Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan
kompetensi teknis, tetapi juga memba-
ngun budaya kerja yang mendukung
penerapan prinsip Good Governance.
Dukungan dalam bentuk panduan dan
supervisi teknis dari kementerian ter-

kait juga perlu diberikan secara berke-
sinambungan.

5. Mekanisme partisipasi publik dan in-
sentif untuk mendukung transparansi.
PTKIN dapat membuka ruang partisi-
pasi melalui forum konsultasi atau sur-
vei yang memungkinkan masyarakat
memberikan masukan terkait pengelo-
laan BLU. Selain itu, insentif dapat di-
berikan kepada unit kerja atau individu
yang berhasil menerapkan transparansi
secara konsisten, sementara sanksi te-
gas diterapkan bagi pelanggaran prin-
sip Good Governance. Langkah ini ti-
dak hanya meningkatkan kepercayaan
publik, tetapi juga menciptakan moti-
vasi internal untuk menerapkan trans-
paransi dalam setiap aspek pengelolaan
BLU. Dengan kombinasi kebijakan ini,
transparansi dan akuntabilitas di BLU
PTKIN dapat diwujudkan secara opti-
mal.

Berdasarkan skoring di atas, maka kebijak-
an pengembangan sistem informasi keu-
angan dan kinerja terpadu yang tepat untuk
dijadikan rekomendasi, yang mencermin-
-kan efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian
yang unggul dalam mendukung transparan-
si dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU)
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Nege-
ri (PTKIN). Dengan pertimbangan sebagai
berikut:

1. Sistem ini memungkinkan pengelola-
an keuangan dan kinerja BLU dapat
dimonitor secara real-time oleh para
pemangku kepentingan, baik internal
maupun eksternal, sehingga mening-
katkan efektivitas transparansi secara
signifikan.

2. Kebijakan ini sepenuhnya mendukung
implementasi prinsip-prinsip Good Go-
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vernance yang diamanatkan oleh ber-
bagai peraturan perundang-undangan,
termasuk UU Keuangan Negara dan PP
No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelola-
an Keuangan BLU.

Sistem ini sangat responsif terhadap ke-
butuhan era digital, di mana akses in-
formasi yang cepat dan mudah menjadi
tuntutan publik. Dengan sistem digital,
PTKIN dapat memberikan informasi
yang akurat dan transparan sesuai ek-
spektasi masyarakat.

Meskipun memerlukan investasi awal
yang cukup besar, sistem ini menawar-
kan efisiensi dan manfaat berkelanjut-
an, seperti pengurangan risiko kesalah-
an manual, peningkatan kepercayaan
publik, dan modernisasi pengelolaan
keuangan BLU.

Sistem ini dapat diintegrasikan dengan
mekanisme pelaporan dan partisipasi
publik, sehingga mendorong keterlibat-
an masyarakat dalam pengawasan dan
pengambilan keputusan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

BLU adalah instansi di lingkungan pe-
merintah yang dibentuk untuk membe-
rikan pelayanan kepada masyarakat be-
rupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan men-
cari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas. Adapun
prinsip yang diterapkan dalam penge-
lolaan BLU adalah sebagai organisasi
yang costumer-oriented, not-for-profit
oriented, dan outcome- oriented.
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2.

BLU merupakan bagian dari unit kerja
kementerian  negara/lembaga/peme-
rintah daerah, namun dalam pengelola-
annya memiliki perbedaan yang mem-
bedakan dengan satuan kerja instansi
pemerintah lainnya, yaitu: aspek penge-
lolaan keuangan, aspek manajemen or-
ganisasi, aspek penganggaran berbasis
kinerja (performance budgeting).
Hadirnya satuan kerja Badan Layanan
Umum sebenarnya bukan semata-mata
persoalan fleksibilitas di bidang keu-
angan, atau bagaimana Badan Layanan
Umum memiliki cadangan keuangan
yang kuat, tetapi sesungguhnya Badan
Layanan Umum adalah perbaikan sis-
tem manajemen. Berubahnya sistem
penggunaan anggaran negara dari sis-
tem Pendapatan Negara Bukan Pajak
menjadi sistem Badan Layanan Umum,
secara tidak langsung mendorong ke-
pada instansi pemerintah yang telah
mendapatkan mandat Badan Layanan
Umum untuk melakukan perubahan
manajemen institusinya yang lebih baik.
Dengan demikian, secara implisit Per-
guruan Tinggi Badan Layanan Umum
dituntut melakukan transformasi orga-
nisasi dari government agency men-
jadi agencitification, atau dengan kata
lain, Perguruan Tinggi Badan Layanan
Umum dituntut untuk bertransformasi
dari institusi birokrasi menuju institusi
ala korporasi.

dimaksud tidak
transformasi di bidang keuangan, te-

Transformasi saja
tapi transformasi pada sistem tata ke-
lola dan manajemen perguruan tinggi
secara totalitas serta manajemen aset.
Di mana aset pada perguruan tinggi Ba-
dan Layanan Umum merupakan bagian
dari kekayaan yang perlu dioptimalkan
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pemberdayaannya. Hal tersebut dapat
memberikan dampak seluas-luasnya
pada kemakmuran di perguruan ting-
gi yang secara berkesinambungan me-
lahirkan peningkatan kualitas kepada
pelayanan publik. Kekayaan yang bisa
dikelola dengan baik, secara langsung
akan meningkatkan pendapatan, yang
mana pendapatan pada perguruan ting-
gi Badan Layanan Umum adalah salah
satu energi untuk bisa hidup dan ber-
kembang.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi kebijakannya bahwa
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dir-
jen Pendis) Kementerian Agama membuat
regulasi pengembangan dan implementa-
si Sistem Informasi Keuangan dan Kinerja
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